
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum.
1
 Istilah negara tersebut  

mempunyai tujuan yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum. 

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti 

kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep serta pola negara hukum 

yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan 

kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila mempunyai maksud 

dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara 

kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, serta tertib dimana 

kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga dapat 

tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan serta keselarasan antara 

kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat).  

Masyarakat di Indonesia baru-baru ini sedang dihadapkan sebuah 

problem terhadap keadaan yang semakin mengkhawatirkan yang mana akibat 

dari maraknya penyalahgunaan narkotika. Narkotika yang di dalam satu sisi 

merupakan obat dan bahan yang bermanfaat dalam bidang kesehatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan di lain sisi dapat menyebabkan 

ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa 

pengendalian dan pengawasan. Narkotika biasa disalahgunakan untuk 

memenuhi hasrat pemakai guna menghilangkan permasalahan yang menimpa 

                                                 
1
 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
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dan dapat memberikan efek rileks bagi pemakai serta memberikan efek 

ketenangan, nyatanya dalam pancasila butir pertama, telah disebutkan sebuah 

keyakinan adanya Tuhan yang merupakan tempat pengaduan maha sempurna. 

Masuknya narkotika di Indonesia ini disebabkan atas tingginya angka 

pengguna atau pengkonsumsi di wilayah Indonesia tidak hanya itu di dukung 

pula akibat adanya pemberlakuan pasar bebas. Indonesia merupakan pasar 

empuk dan besar karena tingginya permintaan pasar dan harganya yang 

sangat tinggi sehingga penyelundupan barang ilegal tersebut sangat tinggi. 

Penyelundupan paling banyak melalui jalur laut karena Indonesia mempunyai 

letak strategis di jalur laut serta lebih mudah dalam proses bongkar muat 

barang. 

Selanjutnya, peredaran narkotika paling dominan melewati jalur laut 

mencapai 80% karena narkotika diangkut dengan kapal yang bisa memuat 

dengan skala besar. Karena begitu luasnya Indonesia, hal ini sangat menjadi 

peluang bisnis terhadap sindikat narkotika ini lolos. Karena Indonesia 

memiliki banyak pulau dan pantai serta pelabuhan besar maupun pelabuhan 

kecil.
2
  

Kemudian 20% melalui jalur udara, Bandara yang ada di Indonesia 

belum seluruhnya memiliki alat khusus detektor narkotika. Alat detektor atau 

X-Ray yang ada di beberapa bandara penerbangan di Indonesia hanya untuk 

mendeteksi metal bukan untuk mendeteksi barang ilegal narkotika. Alat 

                                                 
2
 M. Andi Yusril, BNN sebut 80% Narkoba masuk lewat jalur laut, 

https://daerah.sindonews.com/read/1332182/191/bnn-sebut-80-narkoba-masuk-lewat-jalur-laut-

1534902046, Sindo News, 22 Agustus 2018, diakses pada Minggu, 01 Desember 2019 pkl. 17.30 

WIB. 

https://daerah.sindonews.com/read/1332182/191/bnn-sebut-80-narkoba-masuk-lewat-jalur-laut-1534902046
https://daerah.sindonews.com/read/1332182/191/bnn-sebut-80-narkoba-masuk-lewat-jalur-laut-1534902046
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detektor X-Ray untuk narkotika sebelumnya sudah dipergunakan di 

perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat kerena kedua negara tersebut 

merupakan jalur yang di pergunakan para pengedar dalam melancarkan bisnis 

ilegal tersebut, lewat penyelundupan via jalur udara yang berasal dari negara-

negara Amerika Latin. 

Berdasarkan hasil survei di Jawa Tengah tahun 2017 pengguna narkotika 

mencapai lebih dari 523 ribu orang. Meski terjadi peningkatan dibanding 

tahun sebelumnya, namun tidak terlalu signifikan. Badan Narkotika Nasional 

Provinsi (BNNP) Jawa Tengah bersama Pusat Penelitian Kesehatan 

Universitas Indonesia (Puslitkes UI), mulai tahun 2015 tingkat prevalensi 

pengguna narkoba mencapai 1,9 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah. 

Hal itu diungkapkan Kasi Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jawa Tengah, 

Yustina Martin saat memimpin kegiatan Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Makodim 0722 di 

Kudus. Kemudian, Sebanyak 162 anggota TNI dan keluarganya telah 

mengikuti tes urine. Selain Kodim Kudus, kegiatan yang sama digelar di 

Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kudus, yang diikuti 1.100 PNS guru, 

petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, kecamatan hingga 

perangkat desa. 
3
 

Kondisi penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan 

permasalahan yang urgent dan sangat mengkhawatirkan. Negara Indonesia 

                                                 
3
 Danar Widiyanto, Di Jateng pengguna Narkoba 523 ribu orang, 

https://krjogja.com/web/news/read/52042/Di_Jateng_Pengguna_Narkoba_523_Ribu_Orang, 

Krjogja, 11 Desember 2017, diakses pada Jum’at tanggal 09 Agustus 2019 pukul  10:19 WIB. 

https://krjogja.com/web/news/read/52042/Di_Jateng_Pengguna_Narkoba_523_Ribu_Orang
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berada dalam kondisi darurat narkotika, narkotika telah menyebar dan 

membuat ketergantungan terhadap pemakainya yang sampai saat ini 

jumlahnya terus bertambah sesuai dengan perkembangan waktu. Penyebaran 

yang masif ini membuat sejumlah 33 provinsi telah terjangkit dalam barang 

ilegal tersebut itu artinya hampir seluruh provinsi telah tersebar merata tanpa 

terkecuali. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun tidak 

bisa dianggap masalah yang biasa, tetapi sudah menjadi masalah yang sangat 

besar dan darurat harus ditangani dengan serius. 

Peredaran barang ilegal ini pun sudah masuk di beberapa lini, sasaran 

utama nya ialah orang dewasa atau anak muda, ini dibuktikan karena 

banyaknya korban orang dewasa atau anak muda lebih tinggi daripada orang 

tua. Perlu dipahami orang dewasa atau anak muda merupakan generasi 

penerus bangsa, generasi yang nantinya akan membawa bangsa Indonesia 

untuk di bawa ke arah yang lebih maju. Sebelumnya sasaran tersebut bisa 

terpotong bahkan bisa di antisipasi dengan pengendalian diri sendiri oleh 

iman, lingkungan sosial, pertemanan dan keluarga, faktor-faktor tersebut 

dapat membentengi diri kita agar tidak terjerumus terhadap barang ilegal 

tersebut. 

Tatanan keluarga merupakan benteng utama dalam melawan 

penyalahgunaan narkotika. Keluarga yang baik pasti di dalam nya akan 

menabur hal-hal kebaikan, yang pasti di dalamnya dilandasi oleh iman dan 

taqwa atas segala hal. Karena contoh anak, di dalam keluarga ialah 

orangtuanya di mana orangtua tersebut mencontoh maupun memberikan 
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pemahaman yang baik maka, anak akan mengikutinya. Keluarga yang 

kompak itu sangat diperlukan karena dapat disebutkan ini merupakan tatanan 

keluarga yang ideal. Selanjutnya, peran ibu di dalam keluarga sangat strategis 

karena ibu merupakan madrasah pertama dalam proses pendidikan anak-

anaknya. Sehingga pengetahuan seorang ibu harus perlu karena ibu lah yang 

mencetak generasi-generasi bangsa. 

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 alenia keempat termuat “Melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” 

Sesungguhnya negara Indonesia di dalam konstitusi nya menjamin segala 

yang ada di sepanjang wilayah negara Indonesia termasuk apa yang 

terkandung di dalamnya, sampai menjamin dan melindungi segala kehidupan. 

Namun, semua tidak cukup karena terlalu besar memang cakupannya 

sehingga tidak bisa terkontrol sepanjang kita tidak ikut berpartisipasi dan 

bersama-sama mengontrol dalam pengendalian. 

Indonesia saat ini darurat narkotika, pengguna narkotika di Indonesia 

tercatat sebanyak 5,1 juta jiwa orang dan angka kematian akibat 

penyalahgunaan narkotika. Satiap hari 49-50 generasi muda Indonesia mati 

sia-sia karena narkotika, dan pengguna paling banyak berada pada usia 17-30 

tahun. Korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin bertambah 

dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu 
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mengingat harga narkotika yang tinggi, tetapi juga merambah ke kalangan 

masyarakat ekonomi rendah tidak hanya di kota bahkan kampung hingga 

pelosok desa.
4
 

Kondisi ini membuktikan bahwa pengguna narkotika ini tidak hanya 

untuk kalangan elit saja namun, jika orang yang dalam kutipan ekonomi garis 

rendah jika sudah terjangkut maupun sudah ketergantungan terhadap barang-

barang ilegal tersebut pasti akan mengusahakan untuk mendapatkan barang 

tersebut demi terpenuhinya hasrat keinginan tersebut. Hal ini membuktikan 

bahwa dampak dalam penggunaan narkotika ini dapat meningkatkan 

kejahatan kriminalitas, jelas saja dalam pemenuhan keinginan terhadap orang 

yang sudah terjangkit narkotika akan melakukan segala hal demi 

mendapatkanya meskipun caranya salah tidak lantas membuat pengguna yang 

sudah candu untuk berfikir karena mata hati mereka sudah tertutup.  

Kemudian, orang yang menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan 

ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis merupakan 

pecandu narkotika. Candu biasanya digunakan membius dalam menghilang 

masalah dalam kehidupan yang mana dapat menimbulkan sensasi rileks 

sehingga narkotika menjadi pelarian dalam masalah. Hal ini membuktikan 

candu dapat mendopping para pecandunya.  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan 

yang di maksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan 

                                                 
4
 Deputi Bidang Pecegahan Badan Narkotika Nasional RI, 2017, Narkotika dan 

Permasalahannya, Direktorat Diseminasi Informasi, Jakarta Timur, hal. 1,2. 



7 

 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana 

terlampir dalam undang-undang ini.
5
 

Dalam era modern dan kapitalisme global dimana materialisme, 

konsumerisme dan hedonisme inheren di dalamnya banyak manusia 

mengalami keterasingan dan depresi. Dalam era moderen dan kapitalisme 

mutakhir, dan watak kehidupan dan problem manusia tampaknya semakin 

rumit dan kompleks. Manusia sedemikan terasing dan gagap berhadapan 

dengan kemoderenan. Maka sinilah, jauh melebihi masa lalu, para 

pengkonsumsi dan pengedar narkotika semakin bertambah banyak. Era 

modern dan kapitalisme mutakhir adalah lahan subur bagi bisnis narkotika.
6
 

Berkaitan terhadap penyalahgunaan narkotika, maka masalah yang 

sangat kompleks memerlukan upaya penganggulangan yang kompherensif. 

Melihat kenyataan yang sangat besar begitu pula dampak negatif nya tersebut. 

Maka, semua eleman bangsa melakukan gerakan melawan dan memerangi 

narkotika secara terus menerus dan massif. Baik melalui pendekatan preventif 

maupun melalui pendekatan represif. Sehingga, upaya pencegahan dan 

penanggulangan dapat dilakukan dengan efektif.  

Penegakan hukum terhadap peredaran barang ilegal narkotika dan 

psikotropika tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. 

Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan yang 

                                                 
5
 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  

6
 M. Arif Hakim, 2009, Bahaya Narkotika Alkohol cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan 

Melawan, Penerbit Nuansa, Ujung Berung-Bandung, hal. 18. 
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terorganisir dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antar negara 

atau dapat disebut kejahatan transnasional, maka peran serta masyarakat 

sangat di butuhkan, baik masyarakat lokal, regional, maupun masyarakat 

internasional.
7
 

Dalam rangka lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Undang-undang narkotika 

mengatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan 

Narkotika Nasional (untuk kemudian disingkat dan disebut BNN). 

Pembentukan BNN di dasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 

2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan 

Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam peraturan Presiden ini, BNN 

merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi 

melakukan koordinasi.
8
 

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menjelaskan bahwa BNN merupakan lembaga Pemerintah non Kementrian 

dan di perkuat kewenangannya dalam melakukan penyelidikan dan 

penyidikan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekusor 

(Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan 

                                                 
7
 Moh. Taufik, Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, 2013, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, hal. 57-58. 
8
 Indra Sakti Ginting, 2018, Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan 

penegakan hukum pidana tindak pidana narkotika, Jurnal hukum, hal. 3   

https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/23378/10268,  diakses pada Minggu, 7 

Juli 2019 Pukul 07.06 WIB. 

https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/23378/10268
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BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung 

terhadap Presiden. 

Seperti yang sudah disampaikan bahwa BNN mempunyai kewenangan 

terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, sehingga 

status kelembagaan ditingkatkan. Efektifitas terhadap berlakunya undang-

undang tergantung terhadap seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini 

terhadap seluruh instansi yang berkaitan langsung. Namun, disisi lain hal 

yang sangat penting pula kesadaran terhadap hukum dari seluruh lapisan 

masyarakat guna menegakkan hukum terkhusus Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, maka peran BNN bersama masyarakat sangat 

penting dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika 

yang sangat terstruktur. 

Dalam upaya pemberantasan serta pencegahan untuk menanggulangi 

bahaya narkotika tindak pidana di lakukan oleh BNN sendiri. Sehingga, BNN 

meminta untuk seluruh lapisan kementerian atau lembaga dan semua instansi 

pemerintah bahkan lapisan masyarakat untuk memberi dukungan dalam 

memberantas tindak pidana narkotika, terkhususnya dalam program 

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 

(P4GN).  

Pentingnya peningkatan pencegahan dan penanggulangan terhadap 

tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika mengatur sanksi hukum serta hal-hal yang diperbolehkan, sehingga 

BNN diharapkan mampu membantu dalam proses penyelesaian perkara 
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terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika. Dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN diberi 

kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum 

diatur dalam undang-undang yang lama dua kewenangan dirasa perlu untuk 

mengantisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika 

serta diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak 

pidana narkotika. 

Maka, terhadap keadaan yang dewasa ini menjadi problem Pemerintah 

bahkan sampai ke lapisan masyarakat ini. Penulis mengangkat permasalah 

tersebut dalam bentuk tugas akhir atau skripsi yang kemudian mengambil 

studi riset di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa 

Tengah dengan mengangkat judul “Upaya Badan Narkotika Nasional 

Provinsi (BNNP) Jawa Tengah Dalam Mencegah dan Menanggulangi 

Tindak Pidana Narkotika”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas 

dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa 

Tengah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika? 

2. Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan serta solusi terhadap Badan 

Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam Upaya 

Pencegahan serta Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan di sampaikan pada penelitian penulisan skripsi 

ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis serta mengkaji Upaya Badan Narkotika Nasional 

Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam Pencegahan dan Penanggulangan 

Tindak Pidana Narkotika. 

2. Untuk mengetahui hambatan serta solusi Badan Narkotika Nasional 

Provinsi (BNNP) Jawa Tengah terhadap Upaya Pencegahan serta 

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berangkat dari berbagai problem yang dimana penulis sudah dituangkan. 

Maka, penulis mengharapkan dapat memberikan beberapa manfaat lewat 

penulisan skripsi ini yang mana sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Sebagai upaya bentuk penulis dimana penulis mengambil bidang 

kekhususan hukum pidana serta mengambil judul mengenai upaya Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terhadap Pencegahan dan 

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. 

2. Secara Praktis 

Sebagai salah satu bentuk sumbangsih pemikiran penulis bagi 

khalayak umum terkhusus masyarakat mengenai tindak pidana narkotika 
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yang mulai marak dan menjadi kasus yang luar biasa di Indonesia 

sehingga kita perlu adanya pencegahan serta penanggulangan. 

 

E. Terminologi 

Dalam kerangka konsep yang mana penulis terapkan yaitu:  

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (untuk selanjutnya 

disingkat dan disebut BNNP Jawa Tengah) mempunyai tugas dan 

wewenang untuk memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan 

masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekusor narkotika,
9
 

2. Pencegahan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan 

yaitu; proses, cara, serta tindakan mencegah atau tindakan menahan agar 

suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum 

terjadinya pelanggaran,
10

 

3. Penanggulangan merupakan proses dan cara perbuatan menanggulangi,
11

 

4. Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

                                                 
9
 Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

10
 Herman Fikri, 2018, Akuntan Forensik salah satu pencegahan (Preventif) sejak dini 

terhadap kajahatan korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 4 No. 2,  

file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempStat

e/Downloads/498-2036-1-PB%20(1).pdf (abstrak). 
11

  KBBI, https://typoonline.com/kbbi/penanggulangan, diakses pada Senin, 02 Desember 

2019 Pkl. 22.10 WIB. 

file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/498-2036-1-PB%20(1).pdf
file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/498-2036-1-PB%20(1).pdf
https://typoonline.com/kbbi/penanggulangan
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berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan 

tersebut.
12

 

5. Tindak Pidana Narkotika di dalam ketentuan Pasal 111 Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masing-masing golongan 

narkotika mempunyai 4 (empat) kategori kebijakan kriminalisasi.
13

 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 

konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu dan 

sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten dapat 

diartikan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka 

tertentu.
14

 

Dalam karya ilmiah agar dapat terpenuhi syarat keilmiahan harus 

didasarkan dengan suatu penelitian terlebih dahulu. Kemudian, agar sebuah 

penelitian dapat memiliki suatu bobot ilmiah maka harus menggunakan 

metode penelitian. Metode penelitian membicarakan suatu usaha menemukan, 

mengembangkan dan menguji suatu nilai kebenaran terhadap ilmu 

pengetahuan. 

                                                 
12

 Girindranegara, Apa yang dimaksud tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia?, 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-

indonesia/12364, diakses pada Rabu, 04 Desember 2019 Pkl. 07.56 WIB. 
13

 Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
14

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hal. 1. 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-barang-menurut-ilmu-ekonomi/119812
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364


14 

 

Kemudian dalam sebuah penelitian hukum, penelitian harus mencakup 

serta menguraikan bagaimana penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat serta 

proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang penelitian hukum. Kemudian, 

memberikan sebuah cara alternatif dan membandingkan atau 

mengkomprasikan beberapa unsur penting dalam penelitian hukum, untuk itu 

dalam penelitian ini juga digunakan metode-metode agar tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai. 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis merupakan metode 

penelitian yang mengacu terhadap norma-norma ilmu pengetahuan hukum 

yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan berbagai 

problem yang terjadi dewasa ini di negara Indonesia. Kemudian, dalam 

penelitian metode yuridis sosiologis. yuridis sosiologis adalah jenis 

penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut pula penelitian lapangan, 

yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 

kenyataannya di masyarakat,
15

 dimana penulis gunakan merujuk terhadap 

berbagai perangkat hukum. Kemudian, aspek yuridis sosiologis yang 

dipakai dalam penelitian penulisan ilmiah ini yaitu bagaimana Upaya 

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah Terhadap 

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. 

2. Spesifikasi Penelitian 
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 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15. 
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Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan 

metode pendekatan yuridis deskriptif analisis yang bertujuan mengambil 

beberapa problem yang diangkat penulis mengenai apa saja faktor yang 

dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana serta upaya, hambatan dan 

solusi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah 

dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Metode dalam pengumpulan data penelitian penulisan hukum ini 

menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber yang diambil 

penulis dalam penelitian penulisan hukum ini menggunakan bahan sebagai 

berikut: 

a. Data Primer, data primer menurut Umi Narimawati (2008;98) dalam 

bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori 

dan Aplikasi” bahwa: “Data primer ialah data yang berasal dari 

sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk 

terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari 

melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu 

orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan 

sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data
16

. Kemudian, 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya yang berupa wawancara, peneliti mengambil data hukum 

primer dengan obyek: 

                                                 
16

 Dani Sejati, Jenis data menurut para ahli, http://adeletorn.blogspot.com/2018/04/jenis-

data-menurut-para-ahli.html, diakses pada Minggu, 01 Desember 2019 Pkl. 19.01 WIB. 

http://adeletorn.blogspot.com/2018/04/jenis-data-menurut-para-ahli.html
http://adeletorn.blogspot.com/2018/04/jenis-data-menurut-para-ahli.html
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-  Kasi Pencegahan BNN Provinsi Jawa Tengah. 

Alamat Jl. Madukoro Blok BB, Tawangmas, Kec. Semarang 

Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 

b. Data Sekunder, data sekunder adalah bukan sumber data yang 

memberikan informasi secara langsung kepada penelitian dan data 

sekunder menjadi pendukung untuk keperluan data primer seperti 

buku.
17

 Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Pengambilan data yang diperoleh 

penulis dari sumber yang sudah ada atau juga data yang dihimpun dan 

telah dikaji oleh penulis dalam bahan kepustakaan yang berupa 

peraturan dan buku-buku, seperti: 

1) Bahan Hukum Primer 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan peraturan sebagai 

berikut: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun      

1945. 

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika 

                                                 
17

 Sugiyono, Pengertian data dan jenis data penelitian (primer/sekunder), 

http://bospengertian.com/pengertian-data-adalah/, diakses pada Minggu, 01 Desember 2019 Pkl. 

19.06 WIB. 

http://bospengertian.com/pengertian-data-adalah/
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d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika 

e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2010 tentang Badan Narkotika Nasional 

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 

2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika 

Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota 

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekusor Narkotika 

h) Inpres Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekusor Narkotika Tahun 2018-2019 

i) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 

tentang Penempatan penyalahgunaan korban penyalahgunaan 

dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis 

dan Rehabilitasi Sosial 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan 

dengan judul dengan mengambil dari berbagai buku hukum 
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termasuk, jurnal hukum, e-book, materi kuliah, karya ilmiah dan 

penelitian. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Penulis mengambil sumber hukum tersier dengan mengambil dari 

KBBI, ensklopedia dan wikipedia. 

4. Metode pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data untuk penulisan ini dilakukan melalui 

wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan, dengan mengkaji 

sumber data primer dan sekunder serta data tersier dimana data diperoleh 

dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis 

data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen dan 

wawancara yang mendalam dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan sudah 

dikembangkan sesuai kondisi di lapangan. Peneliti disini melaksanakan 

wawancara dengan menemui langsung Bapak Jamaluddin Ma’ruf yang 

menjabat sebagai Kasi Pencegahan di Kantor BNN Provinsi Jawa Tengah. 

5. Metode Analisis Data 

Penulis dalam penelitian penulisan hukum menggunakan teknik 

analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis data kualitatif. 

Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
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yang dapat diamati.
18

 Kemudian, hasil analisis yang telah dianalisis ini 

akan merumuskan sebuah kesimpulan. Maka, dapat disimpulkan metode 

yang diambil ini mempelajari hasil dari wawancara serta kenyataan yang 

ada sebagai suatu hasil yang utuh. 

6. Lokasi Penelitian 

Dalam pengambilan studi riset penelitian, penulis mengambil lokasi 

penelitian sesuai dengan judul serta permasalahan yang diangkat yaitu: 

a. Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. 

Alamat: Jl. Madukoro Blok BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, 

Kota Semarang, Jawa Tengah 50144. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan 

menjadi 4 (empat) bab yang mana masing-masing sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab 1 ini meliputi pendahuluan yang membahas mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penulisan skripsi, manfaat 

penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab II ini penulis menjelaskan mengenai pengertian-pengertian, 

tujuan, tugas, fungsi serta wewenang dari Badan Narkotika Nasional Provinsi 
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 Lexi J. Moleong, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, 

Bandung, hal. 3.  
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(BNNP) Jawa Tengah, menjelaskan tindak pidana dan pandangan islam 

terhadap tindak pidana narkotika. 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab III ini penulis menjelaskan mengenai upaya yang di lakukan oleh 

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam upaya 

pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dan faktor 

penghambat serta solusi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa 

Tengah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana 

narkotika. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab IV ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran-saran dari hasil 

penelitian. 


